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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 137/PMK.02/2021 

TENTANG 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG 

BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK PADA BADAN PENGAWAS 

TENAGA NUKLIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat 

(2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif 

atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat 

volatil dan/atau kebutuhan mendesak, dapat diatur 

dengan Peraturan Menteri; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 

pemerintah pusat menetapkan kebijakan 

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko 

meliputi sektor ketenaganukliran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat 
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Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas 

Tenaga Nuklir; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5553); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6584); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Nomor 

118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN 

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK 

PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. 

 

Pasal 1 

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat 

volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir meliputi: 

a. penerimaan yang bersifat volatil yang berasal dari: 

1. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi 

Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang bekerja 

pada instalasi yang memanfaatkan sumber 

radiasi pengion; dan 

2. pelatihan di sektor ketenaganukliran. 

b. kebutuhan mendesak yang berasal dari: 

1. perizinan; dan 

2. penerbitan ketetapan selain perizinan. 

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan 

mendesak yang berasal dari perizinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 meliputi: 

a. pemanfaatan sumber radiasi pengion; 

b. instalasi nuklir dan bahan nuklir; 

c. pertambangan bahan galian nuklir; dan  

d. pendukung sektor ketenaganukliran. 

(3) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang bersifat volatil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(4) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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Pasal 2 

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu 

tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi. 

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Perizinan, yang meliputi: 

1. Pemanfaatan sumber radiasi pengion: 

a) impor dan pengalihan zat radioaktif. 

b) produksi barang konsumen yang 

mengandung zat radioaktif; 

c) produksi radioisotop dan/atau 

radiofarmaka; 

d) produksi peralatan yang menggunakan zat 

radioaktif; 

e) pengelolaan limbah radioaktif  

f) penggunaan kedokteran nuklir yang 

meliputi: 

1) kedokteran nuklir terapi; dan 

2) kedokteran nuklir diagnostik in vivo; 

g) penggunaan radioterapi; 

h) penggunaan iradiasi dengan iradiator yang 

meliputi: 

1) iradiator kategori II menggunakan 

pembangkit radiasi pengion; 

2) iradiator kategori II menggunakan 

sumber radioaktif; 

3) iradiator kategori III menggunakan 

sumber radioaktif; 

4) iradiator kategori IV menggunakan 

sumber radioaktif; atau 

i) kalibrasi yang menggunakan sumber 

radiasi pengion; 

2. pendukung sektor ketenaganukliran meliputi 

kegiatan: 

a) penunjukan lembaga uji ketenaganukliran, 

meliputi: 

www.peraturan.go.id



2021, No.1125 
-5- 

1) penunjukan lembaga uji kesesuaian 

pesawat sinar-X radiologi diagnostik 

dan intervensional; 

2) penunjukan laboratorium uji 

bungkusan dan/atau zat radioaktif; 

3) penunjukan laboratorium dosimetri; 

4) penunjukan lembaga uji peralatan 

radiografi industri; dan 

5) penunjukan laboratorium uji 

radioaktivitas lingkungan; 

b) penunjukan lembaga pelatihan 

ketenaganukliran. 

b. penerbitan ketetapan selain perizinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b angka 2 

meliputi: 

1. pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada 

fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion; 

2. pernyataan pembebasan fasilitas pengelolaan 

limbah radioaktif; 

3. pernyataan pembebasan reaktor nuklir; 

4. pernyataan pembebasan fasilitas penyimpanan 

sementara bahan bakar nuklir bekas; 

5. pernyataan pembebasan fasilitas yang 

digunakan untuk pemurnian, konversi, 

pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar 

nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar 

nuklir bekas termasuk instalasi radiometalurgi; 

6. pernyataan pembebasan penambangan bahan 

galian nuklir; 

7. persetujuan, meliputi: 

a) evaluasi tapak instalasi nuklir; 

b) desain instalasi nuklir; 

c) modifikasi/perubahan desain fasilitas 

sumber radiasi pengion; 

d) perubahan desain instalasi nuklir; 

e) modifikasi instalasi nuklir; 

f) utilisasi instalasi nuklir; 
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